
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 
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PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT    DAN WILAYAH KABUPATEN   SUMBA BARAT 
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: 

- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi   Pemilihan Umum   

Nomor  8 Tahun 2023  tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern   

Pemerintah di Komisi  Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan  Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dibentuk Satuan Tugas untuk menjamin 

Penyelenggaraan Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah di   Lingkungan  Komisi   

Pemilihan  Umum Kabupaten Sumba Barat dan Wilayah Kabupaten Sumba  Barat; 

bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya   efektivitas  

dan   efisiensi   pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, 

keandalan    pelaporan    keuangan,    pengamanan    aset negara   dan   ketaatan    

terhadap   Peraturan   Perundang­ Undangan  dipandang  perlu  membentuk  

Satuan   Tugas Tim    Penyelenggaraan    Sistem     Pengendalian    Intern Pemerintah; 

bahwa       berdasarkan       pertimbangan      sebagaimana dimaksud    dalam     huruf     

(a) dan (b) diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Sumba Barat tentang Pembentukan Satuan Togas  Tim Penyelenggaraan   

Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum   Kabupaten   Sumba   Barat. 

- Undang­Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah   

Pengganti  Undang­ Undang  Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pemilihan Gubernur, 

Bupati  dan  Walikota Menjadi Undang­ Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  

Nomor 5656)  sebagaimana  telah   beberapa kali  diubah terakhir dengan   

Undang­Undang  Nomor 6 Tahun 2020 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang­Undang Nomor 2   Tahun 2020 tentang   Perubahan  Ketiga Atas  



Undang­Undang Nomor 1  Tahun  2015  tentang   Penetapan Peraturan  Pemerintah 

Pengganti   Undang­Undang    Nomor  1    Tahun 2014 tentang Pemilihan   Gubernur,   

Bupati dan Walikota Menjadi Undang­Undang (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun   2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor  6547); 

Undang­Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 182,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109); 

Peraturan Pemerintah  Nomor 60  Tahun   2008   tentang Sistem  Pengendalian   

Intern    Pemerintah    (Lembaran Negara   Republik  Indonesia  Tahun    2008   Nomor 

127, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4890); 

Peraturan   Komisi Pemilihan  Umum   Nomor 8  Tahun 2019  tentang   Tata  Kerja  

Komisi Pemilihan Umum, KomisiPemilihan Umum  Provinsi  dan  KomisiPemilihan 

Umum Kabupaten/Kota  (Berita   Negara Republik Indonesia Tahun   2019  Nomor 

320)  sebagaimana  telah beberapa kali diubah   terakhir   dengan  Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas    

Peraturan     Komisi    Pemilihan Umum Nomor   8 Tahun  2019   tentang Tata   Kerja  

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum  Provinsi dan  Komisi   Pemilihan   

Umum    Kabupaten/Kota      (Berita Negara   Republik  Indonesia  Tahun    2023   

Nomor  377); 

Peraturan Komisi   Pemilihan   Umum  Nomor    14  Tahun 2020   tentang    Tugas,    

Fungsi,    Susunan Organisasi,   dan Tata   Kerja     Sekretariat      Jenderal       Komisi     

Pemilihan Umum,  Sekretariat  Komisi   Pemilihan Umum  Provinsi, dan  Sekretariat     

Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten/Kota   (Berita  Negara Republik    Indonesia 

Tahun  2020 Nomor 1236) sebagaimana     telah    diubah dengan     Peraturan    Komisi    

Pemilihan Umum    Nomor    3 Tahun    2023   tentang    Perubahan    atas   Peraturan    

Komisi Pemilihan  Umum Nomor   14 Tahun    2020   tentang    Tugas, Fungsi,   Susunan   

Organisasi,  dan  Tata   Kerja  Sekretariat Jenderal  Komisi   Pemilihan Umum,    

Sekretariat  Komisi Pemilihan Umum Provinsi,  dan  Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota  (Berita Negara Republik  Indonesia  Tahun    2023   Nomor  

99); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang      

Penyelenggaraan   Sistem  Pengendalian Intern    Pemerintah    di  Komisi   Pemilihan   

Umum,    Komisi Pemilihan  Umum   Provinsi  dan   Komisi  Pemilihan   Umum 

Kabupaten/Kota  (Berita     Negara  Republik    Indonesia Tahun   2023  Nomor   172); 

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2025 

Tentang Pembentukan Satuan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian   



Internal Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan  Umum Kabupaten 

Sumba Barat    dan Wilayah Kabupaten   Sumba Barat 

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba  Barat ini berlaku sejak tanggal 

ditetapkan 10 Maret 2025 

- Lampiran IX Hal 

 

 

 

 


